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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS  

PEMBUNUHAN BERENCANA 

 

Oleh 

GIGA PRIMASTIA 

  

Salah satu perkara tindak pidana pembunuhan berencana adalah pada Putusan 

Nomor 112/PID/2022/PT TJK. Dalam perkara tersebut korban dan terdakwa 

merupakan pasangan sesama jenis, terdakwa sakit hati sehingga timbul rasa 

dendam terhadap korban, kemudian timbullah niat terdakwa untuk melakukan 

pembunuhan terhadap korban. Terdakwa Bakas Maulana Zambi tanpa hak dan 

melawan hukum, terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut 

serta melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana. 

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan 

menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual dengan 

bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat diketahui 

bahwa, pemidanaan terhadap pembunuhan berencana dapat di dakwa dengan 

beberapa pasal yang berada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti 

Pasal 340 KUHP dan 338 KUHP. Implementasi Pemidanaan dari kasus 

pembunuhan berencana tidak hanya dilihat dari segi penjatuhan hukuman kepada 

terdakwa, akan tetapi juga dilihat dari psikologis keluarga korban yang telah 

ditinggalkan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pembunuhan berencana pada Studi Putusaan Nomor 112/Pid/2022/PT TJK, 

kepada terdakwa Bakas Maulana Yuzambi alias Alan bin Yuzambi terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan 

pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Pertimbangan Hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada 

studi putusan Nomor 112/Pid/2022/PT TJK, terdakwa Bakas Maulana Yuzambi 

alias alan bin Yuzambi dengan memperhatikan Pasal 340 KUHP yang didasarkan 

pada pembuktian serta fakta-fakta yuridis yang terungkap pada persidangan. 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana,Pertimbangan Hakim. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Indonesia adalah negara hukum dan hukum adalah hukum tertinggi yang 

mengatur penyelenggaraan negara Indonesia. Hukum adalah sistem yang dibuat 

oleh manusia untuk mencegah kontrol perilaku manusia, dan bertanggung jawab 

untuk memastikan validitasnya.
1
 

 

Di Indonesia, hukum pidana merupakan bagian dari hukum perdata. Hukum 

pidana adalah sistem hukum yang dibentuk oleh negara dan isinya ditentukan 

dalam bentuk larangan dan perbuatan hukum normatif, dan dalam hal terjadi 

pelanggaran hukum, negara dapat membebankan tanggung jawab pidana. Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan: 

Pengesahan dan pelarangan kejahatan tertentu disertai dengan ancaman pidana 

bagi pelanggar undang-undang ini.
2
Ketentuan hukum umum ditemukan dalam 

KUHP, dll. Dalam hukum pidana dikenal dengan asas geen straf zonder schold 

(tidak serius melakukan kejahatan), artinya meskipun tidak melanggar hukum, 

akan dihukum jika melanggarnya. Hal ini disebabkan ketidakmungkinan 

mempertanggungjawabkan perbuatan pencipta dalam Pasal 44 KUHP, dan diatur 

dalam Pasal 48 KUHP dalam kaitannya dengan pelaku kejahatan yang dipidana 

secara paksa (Obermacht). Bagian 2 Buku 2 KUHP mengatur syarat-syarat yang 

diatur dalam bagian “Dasar-dasar Pembatalan Tindak Pidana”. 

                                                             
1
Ukhelson. Pengantar Hukum. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hal. 

2
diam. Pengantar Hukum Pidana. (Yogyakarta: DeePublish, 2018), hal.5. 
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Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) mencakup kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa 

(misdrjn tegen het leven) adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain.
3
 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap nyawa 

diatur dalam Bab XIX Buku II (Bab 338-350). Hidup itu sendiri hampir sama 

pentingnya dengan jiwa, dan jiwa adalah hal terpenting dalam hidup. Oleh karena 

itu, kejahatan terhadap nyawa dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang 

berkaitan dengan nyawa manusia. 

 

Pembunuhan berasal dari kata "pembunuhan" dengan awalan "mem" dan akhiran 

"satu" menjadi "pembunuhan", membunuh adalah kejahatan atau pembunuhan, 

membunuh adalah membunuh, dan hidup adalah membunuh seseorang. Perbuatan 

yang melibatkan pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja 

membunuh orang lain.
4
Membunuh berarti membunuh orang, Membunuh berarti 

membunuh orang atau senjata, Membunuh berarti membunuh orang, tindakan 

atau hal yang membunuh orang.
5
 

 

Pembunuhan adalah pembunuhan yang disengaja terhadap seseorang. Pembunuh 

(slags kriminal) dapat dihukum penjara hingga 15 tahun (Pasal 338 KUHP 

Republik Kyrgyz). Jika Anda berniat membunuh seseorang, itu disebut 

pembunuhan yang disengaja dan dapat dihukum hingga 20 tahun penjara, penjara 

seumur hidup, atau hukuman mati. (Pasal 340 KUHP).
6
 

 

Pembunuhan adalah kejahatan terhadap kehidupan. untuk membunuh 

Ada banyak jenis seperti: 

1) Pembunuhan biasa (“Doodslag”).  

                                                             
 3

Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: Raja Grafind Persada, 

hal.55. 

 
4
Adami Chazawi, Doktrin Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2002, hal.82. 

 
5
Hillman Hadikusuma, Hukum, Jakarta: Sinar Graf, 2007, hlm.24. 

 
6
Soeshiro, Kriminologi, Politik, Bogor, 2010, hlm.108. 
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Pembunuhan jenis ini diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagai berikut: 

Ancaman hukuman mati dan penjara paling lama 15 tahun.
7
  

 

2) Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (“Moord”).  

Apa yang terjadi dalam perencanaan adalah perbedaan antara apa yang Anda 

lakukan dan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Sebelum bertindak 

dengan niat untuk bertindak, mereka yang bertindak memiliki kemampuan 

untuk berpikir dan memutuskan apa yang harus dilakukan, bagaimana 

membuat keputusan, dan bahkan kapan dan bagaimana membuat undang-

undang. Saya punya cukup waktu untuk melakukannya. perangkat, lokasi, dll. 

 

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 340 KUHP: Barangsiapa 

membunuh orang lain dengan sengaja untuk pertama kali sebelum pembunuhan 

itu, diancam dengan ancaman pembunuhan ("modus") dan hukuman mati penjara 

atau penjara seumur hidup. Atau untuk sementara, paling lama 20 tahun. " 

 

Tindak pidana pembunuhan khusus dilakukan berdasarkan Keputusan TJK No. 

112/PID/2022/PT. Dalam putusannya, ia menyatakan terdakwa Bakas Maulana 

Zambu (alias Alan Bin Yuzambi) bersalah atas "keterlibatan dalam pembunuhan 

terdakwa" menurut jaksa penuntut umum. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi 

Tanjung Karan Nomor: 112/PID/2022/PT TJK, terdakwa Bakas Maulana Zambu 

(alias Alan Bin Yuzambi) telah siap secara hukum dan akan dijerat dengan pasal 

pembunuhan. menghukum terdakwa 18 tahun penjara. 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik dengan judul 

Pertanggungjawaban Pidana Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan 

Nomor 112/Pid/2022/PT TJK). 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.2.1 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengajukan pertanyaan berikut: 

                                                             
 

7
Andy Hamzah, KUHAP dan KUHAP/hal.134. 
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a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan 

Nomor 112/PID/2022/PT TJK? 

b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan 

berencana berdasarkan Putusan Nomor 112/PID/2022/PT TJK? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian artikel ini dibatasi pada kajian hukum pidana, 

khususnya mengenai peran eksekutor dalam tindak pidana pembunuhan, menurut 

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karan No. 100. 112/PID/2022/PT TJK. 

Pemeriksaan akan digelar di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, kertas dan aplikasi adalah untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut: 

a. 112/PID/2022/PT untuk mengukuhkan putusan hukum pengadilan yang 

sebelumnya memvonis pelaku tindak pidana pembunuhan, digabung dengan 

putusan TJK. 

b. 112/PID/2022/PT berdasarkan putusan TJK, penetapan pertanggungjawaban 

pidana bagi pelaku tindak pidana praperadilan ditentukan bersama. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis  

Tentu saja, analisis undang-undang ini dapat menambah wawasan, khususnya 

terkait putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karan Nomor 112/PID/2022/PT 

TJK tentang bantuan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan. 

b. Manfaat Praktis  

Padahal, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi para profesional 

dan profesional di bidang pencegahan kejahatan dan pihak lain yang 

berkepentingan yang ingin mengetahui lebih jauh tentang subjek penelitian 

ini. 
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1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teori adalah konsep formal yang berasal dari proses pemikiran atau 

referensi yang dimaksudkan untuk implementasi. 

Karakteristik hubungan yang diyakini peneliti penting. Pendekatan sistemik 

adalah tujuan utama dari penelitian ini.
8
  

 

a. Teori Pertimbangan Hakim 

Putusan hakim sangat penting dalam menentukan nilai putusan hakim (ex 

aequo et bono), memiliki kebenaran hukum dan bermanfaat bagi yang terlibat 

dalam putusan tersebut. Itu harus diucapkan dengan hati-hati, lembut dan hati-

hati. Apabila putusan hakim tidak jelas, tepat dan benar, maka putusan 

pascapersidangan akan dikesampingkan oleh MA.
9
 

 

Alat bukti juga penting bagi hakim persidangan, karena hasil alat bukti 

digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pengujian merupakan 

langkah yang paling penting dalam proses pengujian. Bukti bertujuan untuk 

mendapatkan fakta dan asumsi untuk membuat keputusan yang adil dan adil. 

Sampai hakim jelas tentang keadaan dan fakta, yaitu. tidak dapat membuat 

keputusan sampai terjalin hubungan baik antara para pihak.
10

 

 

Selain itu, kebutuhan hakim harus mencakup hal-hal berikut: 

a. Argumen substansial dan kontra argumen diterima atau ditolak. 

b. Putusan akan dipertimbangkan berdasarkan semua fakta/materi yang 

disampaikan dalam persidangan. 

c. Adanya seluruh bagian gugatan penggugat harus dipertimbangkan 

tersendiri, sehingga hakim dapat menentukan apakah perkara itu dapat 

dibuktikan atau tidak, dan dapat diterima atau tidaknya perkara itu.
 11

 

 

                                                             
8
Soerjono Soekant, Pengantar Kajian Budaya, Universitas Indonesia Jakarta, 1986, hlm. 

124-125: I. 
9
Mukti Alto. 2016. Penjabat Pengadilan Agama. Sekolah Pelajar Yogyakarta, halaman 140. 

10
Ib., hal.141. 

11
Ib., hal.142. 
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Kerangka kerja dan penilaian didasarkan pada teori terintegrasi dan temuan 

penelitian untuk mengoptimalkan hasil penelitian dan memastikan penerimaan 

yang adil pada tingkat proses dan nilai. Upaya untuk memahami sistem peradilan 

hukum di mana hakim polisi melalui hukuman dapat menjadi model hukum yang 

berhasil. 

 

Fungsi pokok lembaga peradilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 dalam Pasal 24 dan 25 Bab 9 UUD 1945. UU 1945 menyediakan peradilan 

yang independen. Pasal 24, khususnya dalam pengertian Pasal 24(1) dan UU No. 

Pasal 1(1) Pasal 48 Tahun 2009 dengan jelas menyatakan bahwa peradilan adalah 

kedaulatan negara untuk menjamin keadilan dan pengadilan. Menurut Pancasila, 

ia mendukung hukum dan keadilan. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 

1945 untuk melaksanakan hukum Negara Republik Indonesia.
12

 

 

Dalam pengertian ini, yurisdiksi adalah yurisdiksi yang mandiri, yaitu kecuali 

alasan-alasan yang diatur dalam UUD 1945, yurisdiksi tidak mencakup hakim 

selain yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, menurut Pancasila. dari 

mereka yang berkuasa. Bahasa Indonesia. Bagian 24(2) menetapkan bahwa 

Mahkamah Agung dan pengadilan lain yang berwenang menjalankan yurisdiksi 

atas pengadilan sipil, agama, militer, provinsi, dan yudikatif.
13

 

 

Independensi hakim juga dimaknai dalam konteks keadilan yang tidak memihak 

dalam Pasal 5(1) Pasal 48 UU 2009. Di sini timing-nya salah. Itu tidak mungkin 

benar karena itu harus menjadi keputusan hakim. Itu ada di sebelah kanan. Itu 

tidak berarti dia tidak membuat keputusan sendiri. Pasal 48 UU 2009, Pasal 5, 

Pasal 1 berbunyi: “Pengadilan memutus berdasarkan undang-undang tanpa 

diskriminasi”.
 14

 

 

Hakim harus taat hukum dan tidak memihak. Hakim tingkat pertama wajib 

menyelidiki keadaan perkara dan memberikan analisis tentang keadaan dan akibat 

                                                             
12

Ib., hal.142. 
13

Andy Hamzah. 2015. KUHP dan Hukum Pidana. Lineka Shipta. Jakarta, vol., hal.2. 94. 
14

Ib., 95. 
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hukumnya. Kemudian hakim baru dapat memutuskan situasinya. Hakim 

memutuskan untuk mengizinkan hukum dan menolak untuk mempertimbangkan 

keadaan dimaksud. Hal ini diatur dalam pasal 1 Pasal 16 undang-undang tersebut. 

35 Tahun 1999. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: 

 

Hakim yang mencari haknya diperbolehkan untuk mengungkapkan pendapat 

hukum (doktrinal) dan pengacara terkemuka. Hakim tidak hanya mengambil 

keputusan menurut hukum masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 40, Pasal 28 

Ayat 1 UU 2009. Dikatakan: "Hakim memiliki kewajiban untuk mencari, 

mengamati dan memahami konsekuensi hukum. Di mata publik." 

 

Apakah merekaTuan Kim dan para hakimnya harus membuat keputusan yang 

tepat, mengkonfirmasikan fakta-fakta yang pertama kali disampaikan kepada 

mereka, dan bertindak sesuai dengan hukum yang relevan. Hakim dan keputusan 

tunduk pada interpretasi hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang di bawah 

pengaruh sosial, budaya, sosial, ekonomi, politik dan lainnya. 

 

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Apa konsep pekerjaan atau urusan hukum, kata Roscoe Pound, salah satu 

sarjana abad ke-20: Saya... Gunakan kata kerja sederhana dalam situasi di 

mana yang satu adalah hukum dan yang lainnya adalah hukum. kebenaran. 

Pound mendefinisikan tanggung jawab pidana sebagai tanggung jawab pelaku 

yang harus diterima oleh korban. Sebab, menurutnya, tanggung jawab bukan 

hanya persoalan hukum, tapi juga persoalan moral, tindakan dalam 

masyarakat.
15

 

 

Pertanggungjawaban pidana disebut Toleken Bahrait dalam bahasa asing, 

pertanggungjawaban pidana, tanggung jawab, disini pertanggungjawaban 

pidana menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas 

suatu kejahatan atau kelalaian.
16

 

                                                             
15

Roscorpon. 2000. Romuli Atmasamita “Pengantar Filsafat Hukum”, Perbandingan 

Hukum Pidana. Mandar Maju, Bandung, halaman 65. 
16

SR Cyantur. 1996. batu. Negara. 
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Pasal 27 KUHP menyatakan bahwa kejahatan adalah kesengajaan perluasan 

KUHP, yang diancam dengan pidana oleh orang-orang yang taat hukum.
 17

 

 

Hak untuk menjadi pegawai tidak secara khusus diakui dalam Pasal 44 KUHP. 

Hanya beberapa teori ilmiah yang ditemukan, misalnya teori van Hummel 

bahwa seseorang yang dapat melakukan suatu pekerjaan harus memenuhi tiga 

syarat: (1) ia dapat mengetahui apa arti pekerjaan itu (tentang); dikatakan. 

Pekerjaan. Mencoba melakukan kejahatan, (2) mengetahui bahwa perilaku 

seseorang dianggap salah di masyarakat, (3) dapat meramalkan niat dan niat 

seseorang.
18

 

 

Berdasarkan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pidana 

adalah tanggung jawab untuk membayar apa yang dapat diterima oleh pidana, 

dan tanggung jawab ini tidak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga dengan 

masalah moral atau etika. Itu ada di negara ini. 

 

2. Konseptual 

a. Tanggung jawab berarti segala sesuatu yang dapat dikaitkan dengan 

tanggung jawab dan mencakup pertimbangan, keterampilan, kompetensi 

dan wewenang, termasuk tanggung jawab atas kewajiban berdasarkan 

hukum yang berlaku. Dalam arti dan pemakaian, kata duty mengacu pada 

kewajiban hukum, seperti kewajiban hukum atas perbuatan melawan 

hukum, sedangkan kewajiban lainnya adalah kewajiban politik. 

b. Penjahat adalah orang yang melanggar hukum yang sangat dilarang dan 

dapat dihukum (hukum saat ini). 

c. Kejahatan adalah setiap tindakan atau perilaku yang tidak merugikan 

korban tetapi merugikan orang lain, seperti tidak adanya keseimbangan, 

kedamaian, atau keharmonisan. 

d. Pembunuhan adalah kejahatan membunuh orang lain setelah 

dilakukanwaktuLagiJalan raya, untuk membunuh seseorang secara efektif 

atau menghindari penangkapan. 

                                                             
17

Ib., hal.246 
18

Ib., hal.247-248: I 

https://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
https://id.wikipedia.org/wiki/Metode


9 
 

 

e. Tujuan adalah prinsip-prinsip yang membentuk, memandu, dan mengatur 

perilaku. Semangat datang dari belajar. Pikiran didasarkan pada emosi dan 

tidak tercermin dalam tindakan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman Perjanjian ini, format teks adalah sebagai 

berikut: 

I. PENDAHULUAN.  

Bab ini menjelaskan latar belakang, masalah dan keterbatasan penelitian, tujuan 

dan hasil penelitian, asumsi dan gaya penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan konsep-konsep yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja 

atau teori untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan 

penelitian Anda. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini mencakup pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan 

pengolahan data, dan analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi diskusi berbasis penelitian tentang isu-isu utama: proses 

pengambilan keputusan hakim dan vonis sebelumnya terhadap rekan pembunuh 

dalam Putusan 112/PID/2022/PT.I di sini. TJK dan tindak pidana pembunuhan 

sebelum pembunuhan digabung menurut keputusan pers TJK 112/PID/2022/PT. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab 

sebelumnya, jawaban atas pertanyaan penelitian, dan rekomendasi yang 

merupakan kontribusi dari proses penelitian yang menentukan penelitian untuk 

pengembangan Masu selanjutnya. 

 



 
 

 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Pengertian Tindak Pidana 

Delik adalah perbuatan atau kelalaian yang diakui oleh undang-undang sebagai 

kejahatan dan tidak dilarang atau dihukum oleh peraturan perundang-undangan, 

kecuali merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau melawan undang-

undang, dan dapat dipidana dan dinyatakan sebagai kejahatan. dalam hukum. Ilmu 

hukum publik. Setiap kejahatan tidak dapat dibenarkan dan ilegal.
19

 

 

Tindak pidana umum adalah tindak pidana berdasarkan KUHP dan penipuan, 

yang diusut oleh Polri berdasarkan ketentuan KUHP. Delik lainnya adalah delik di 

luar hukum pidana, seperti undang-undang korupsi, undang-undang perdagangan, 

undang-undang kepabeanan, dan undang-undang pidana. Beberapa kejahatan 

adalah pelanggaran non-kriminal yang tidak melibatkan kejahatan khusus, seperti 

penegakan hukum, hukum imigrasi, dan hukum setempat. Seperti yang dikatakan 

Roscoe Pound dalam Horoskop Lily Rasjidi hari ini.
20

  

 

Mengesahkan undang-undang dan peraturan penting sebagai sarana untuk 

mempromosikan perubahan sosial, dan dengan mengesahkan undang-undang dan 

peraturan untuk tujuan ini, kita dapat mulai menciptakan masyarakat masa depan 

baru yang ingin kita ketahui. Aparat penegak hukum seperti Satipto Laharjo telah 

mengembangkan sistem untuk memenuhi tuntutan hukum.
21

 

 

                                                             
19

Barda Nawawi Alif. 1996. Antologi Kebijakan Peradilan Pidana. Citra Aditya Bhakti, 

Bandung, hal.152-153: I. 
20

Kolam Roscoe, 197b. Filsafat Hukum dan Bharatala Lily Rasjidi. Pokok-pokok filsafat 

hukum. Sesepuh, Bandung, hal.43. 
21

Satipto Raharjo. 1983. masalah hukum. Cahaya Baru, Bandung, hal.24. 
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Pendapat hukum adalah pendapat yang diungkapkan oleh pembuat undang-

undang dalam undang-undang. Pembentukan opini parlemen yang ditentukan oleh 

undang-undang juga menentukan cara kerja undang-undang. Oleh karena itu, 

lembaga penegak hukum menggunakannya untuk mengontrol diri mereka sendiri. 

Melihat keadaan tersebut, dapat dikatakan dengan tegas bahwa berhasil tidaknya 

kerja gubernur diawali dengan diundangkannya undang-undang ini.
22

 

 

Menurut Soerjono Soekant, negara hukum mempengaruhi lima hal: 

a. hukum atau ketertiban? 

b. Biasanya manajer terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan undang-

undang, yang menimbulkan masalah emosional. 

c. Fitur lokasi yang membantu penegakan hukum. 

d. Konteks sosial, khususnya lingkungan sosial di mana hukum mempengaruhi 

atau dipengaruhi. Saya tertarik untuk mengetahui dan mematuhi hukum yang 

memandu tindakan orang. 

e. Budaya sebagai awal kehidupan manusia: kerja, kreativitas, dan 

pertumbuhan.
23

 

 

Satipto Laharjo memahami banyak prinsip dan kaidah menurut kedekatan, yaitu 

yang jauh dan yang dekat. Dengan menggunakan pendekatan ini, Satipto Raharjo 

mengidentifikasi tiga unsur utama hukum. 

a. Perusahaan Sekretariat Kongres. 

b. Rincian polisi cq. Polisi, pengacara, hakim. 

c. Istilah lingkungan mencakup privasi publik dan publisitas.
 24

  

 

Pada saat yang sama, Jerome Frank dan Theo Huybels juga banyak berbicara 

tentang hukum. Ini termasuk perspektif dan perbedaan politik, bisnis, etika dan 

pribadi dan hukum. 
25

 

 

                                                             
22

Ib., hal.25. 
23

Soeljono Soekant. 1986. hukum. BPHN & Cipta Bina, Jakarta, hal.15. 
24

Satipto Raharjo. Op.Saudara, hal.23:24. 
25

Theo Hoebels. 1991. Filsafat Hukum. Kanisius, Yogyakarta, hal.122. 
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Definisi kejahatan yang paling penting adalah bahwa bagian dari hukum yang 

berlaku di suatu negara adalah tujuan dari hukum itu sendiri: untuk menciptakan 

ketertiban dalam masyarakat sehingga orang dapat hidup damai dan tenteram. 

Tujuan hukum tidak berbeda dengan hukum lainnya. Berbagai peran mereka 

dalam mencapai tujuan hukum pidana, yaitu harmonisasi dan harmonisasi hukum 

pidana, bersumber dari apa yang dikenal dalam hukum pidana sebagai 

pemidanaan. 

 

Penegakan Hukum Acara Pidana, termasuk denda dan hukuman, sangat penting. 

Denda atau denda dirinci dalam arti terbagi dalam dua kategori: 

a. menderitaAbstrak (menulis secara abstrak), 

b. menderitadalam beberapa cara (klausa tertentu)
26

  

 

Berdasarkan definisi di atas, peneliti hukum pidana mengatakan:Hal-hal yang 

dilarang dan hukuman-hukuman untuk menjaga ketertiban masyarakat, 

menghukum dan menegakkan dengan harapan agar masyarakat mengerti dan 

berubah, yaitu dengan memaksa mereka melakukan perbuatan-perbuatan tertentu 

yang dilarang oleh hukum pidana atau dengan mengajarkan kejahatan atau hukum 

tertentu. Oleh karena itu, diharapkan dengan memperkenalkan hukum pidana 

baru, akan tercipta ketertiban dalam masyarakat. 

 

Tindak pidana dalam KUHAP, seperti KAP Lamintan dan C. Zisman Samosir, 

biasanya terdiri dari dua bagian. Inilah makna, makna dan makna niat orang yang 

melakukan perbuatan jahat, makna yang seharusnya ada. Menciptakan dan 

mengaktifkan.
27

 

 

Penyebab utama kerusakan adalah: 

a. Perbuatan yang Disengaja atau Tidak Disengaja (Dolus atau Culpa) 

b. Target eksperimental atau Vornmen 

c. Kemajuan atau Merek Org 

                                                             
26

Ib., hal.13 
27

PAF Lamintan dan C. Zisman Samosir. 1981. dosa khusus. Tarsit, Bandung, hal 193. A. 

Group 
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d. Rencanakan sebelumnya atau kunjungi Voorbedachte Raad 

e. musik atau pakaian 

 

Kejahatan berarti: 

a. kejahatan 

b. kualitas buruk 

c. Kausalitas adalah hubungan antara peristiwa sebagai sebab dan realitas 

sebagai akibatnya.
28

 

 

Di sisi lain, menurut Reden Malpaun, kejahatan memiliki dua komponen utama: 

ke titik: 

1) Hati-hati (Dorus) 

2) PALSU 

 

Tujuan utama: 

1) orang melakukannya 

2) Penemuan Perilaku Manusia (Beranda) 

3) situasi 

4) Hukuman itu tidak adil dan ilegal.
29

 

 

Menurut Virgiono Progiodicolo, ada dua jenis kegiatan kriminal. 

 

1) Kesengajaan (Opzet) 

Dalam hal musyawarah (opzet) (willens en wettens), keputusan tersebut 

melibatkan dua pendapat. 

(a) Akan teori (Wilstheorie), berusaha untuk mengetahui isi kejahatan dan 

hukum. 

(b) Pengetahuan atau teori (teori Worstering) bahwa seseorang yang 

melakukan sesuatu dapat memikirkan akibat dari perbuatannya. 

Sebagian besar kejahatan memiliki komponen yang disengaja atau tidak 

disengaja. Ada tiga jenis tujuan: 

                                                             
28

Ib., hal.193. 
29

Reden Malpaun. 1992. kasus pidana. Sinar Paintings, Jakarta, halaman 295. 
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(a) Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk) 

Dapat dikatakan bahwa alasan utama ketakutan terhadap penjahat adalah 

keinginan orang jahat untuk mendapatkan konsekuensi. 

(b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids-

Bewustzinj) 

Jenis pemikiran ini terjadi ketika orang yang melakukan tindakan 

mengetahui sepenuhnya bahwa kesalahannya tidak memiliki konsekuensi, 

tetapi keputusannya memiliki konsekuensi. 

(c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-

Bewustzijn) 

Berbeda dengan tujuan terbuka, tidak ada keraguan bahwa peristiwa yang 

dipermasalahkan akan terjadi, tetapi hanya tentang kemungkinan 

terjadinya. 

2) Culpa 

Kata kalpa berarti "kesalahan umum", dan dalam sains berarti dosa seseorang 

yang tersesat, mengabaikan kebaikan dan menganggapnya salah menurut 

pendapatnya sendiri. . Itu sebabnya itu tidak terjadi.
30

 

 

Berdasarkan Pasal 1 Bagian 2 KUHP (selanjutnya disebut KUHP), penyidikan 

adalah upaya mencari dan mencatat barang bukti yang memperjelas perkara dan 

undang-undang. . Cari kejahatan dan tersangka. Menurut Pasal 1 Bagian 2 KUHP, 

dapat disimpulkan bahwa penyidikan hanya akan dimulai jika ada cukup bukti 

tentang kejahatan dan orang yang melakukannya. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa masalah kejahatan tidak 

dapat diselesaikan karena: 

a. Munculnya jenis kejahatan baru di daerah baru mendukung dan mendorong 

pembangunan dan pembangunan sosial, politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Tidak semua pelanggaran ini tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHP) Hindia Belanda. 

                                                             
30

Sebuah kerja bagus. 2004. Pola Kejahatan di Indonesia. Refika Aditama, Jakarta, hlm. 65-

72: I. 
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b. Meningkatkan kualitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan 

mengembangkan penggunaan alat-alat intelijen dan teknologi berdasarkan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknis. Polisi (khususnya Kepolisian 

Negara Republik Indonesia) tidak mampu menangani kejahatan berat 

meskipun terhambat oleh sumber daya manusia, dana, infrastruktur dan 

efisiensi konstruksi. 

 

Hak untuk melawan kejahatan di atas dilaksanakan dengan mengadopsi hukum 

non-pidana, tetapi dalam bentuk peraturan hukum yang menciptakan pemahaman 

bersama dan mempertanggungjawabkan kejahatan jika terjadi kejahatan. Saya 

tahu beberapa kejahatan, beberapa jenis kejahatan. Menurut ketentuan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tentang Hukum Pidana, semua tindak 

pidana yang harus diperiksa berbeda dengan perbuatan yang melanggar hukum. 

 

Hukum KriminalPerlindungan kelembagaan dan hukum terutama melalui 

hukuman. Dengan kata lain, setelah hukum pidana diundangkan dan dilaksanakan, 

jika seseorang melanggarnya, maka orang tersebut akan dihukum. Tujuan 

pemidanaan dan pelaksanaannya berbeda-beda menurut konsep-konsep yang 

dianut dalam undang-undang pada waktu yang sama. Namun tujuan utama 

penjatuhan atau penjatuhan pidana tetap merupakan sarana atau dasar untuk 

mencapai tujuan hukum pidana. Dengan kata lain, menjatuhkan pidana atau 

mengetahui pidana merupakan sarana untuk mencapai tujuan KUHAP. 

 

2.2 Teori Pertimbangan Hakim 

1. Pengertian Pertimbangan Hakim 

Putusan hakim sangat penting dalam menentukan nilai putusan hakim (ex aequo 

et bono), memiliki kebenaran hukum dan bermanfaat bagi yang terlibat dalam 

putusan tersebut. Itu harus diucapkan dengan hati-hati, lembut dan hati-hati. 

Apabila putusan hakim tidak jelas, tepat dan benar, maka putusan 

pascapersidangan akan dikesampingkan oleh MA.
31

 

 

                                                             
31

Mukti Alto. 2016. Penjabat Pengadilan Agama. Sekolah Pelajar Yogyakarta, halaman 

140. 
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Alat bukti juga penting bagi hakim persidangan, karena hasil alat bukti digunakan 

oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pengujian merupakan langkah yang 

paling penting dalam proses pengujian. Bukti bertujuan untuk mendapatkan fakta 

dan asumsi untuk membuat keputusan yang adil dan adil. Sampai hakim jelas 

tentang keadaan dan fakta, yaitu. tidak dapat membuat keputusan sampai terjalin 

hubungan baik antara para pihak.
32

 

 

Selain itu, kebutuhan hakim harus mencakup hal-hal berikut: 

a. Argumen substansial dan kontra argumen diterima atau ditolak. 

b. Putusan akan dipertimbangkan berdasarkan semua fakta/materi yang 

disampaikan dalam persidangan. 

c. Adanya seluruh bagian gugatan penggugat harus dipertimbangkan tersendiri, 

sehingga hakim dapat menentukan apakah perkara itu dapat dibuktikan atau 

tidak, dan dapat diterima atau tidaknya perkara itu.
 33

 

 

2. Dasar Pertimbangan Hakim  

Kerangka kerja dan penilaian didasarkan pada teori terintegrasi dan temuan 

penelitian untuk mengoptimalkan hasil penelitian dan memastikan penerimaan 

yang adil pada tingkat proses dan nilai. Upaya untuk memahami sistem peradilan 

hukum di mana hakim polisi melalui hukuman dapat menjadi model hukum yang 

berhasil. 

 

Fungsi pokok lembaga peradilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 dalam Pasal 24 dan 25 Bab 9 UUD 1945. UU 1945 menyediakan peradilan 

yang independen. Pasal 24, khususnya dalam pengertian Pasal 24(1) dan UU No. 

Pasal 1(1) Pasal 48 Tahun 2009 dengan jelas menyatakan bahwa peradilan adalah 

kedaulatan negara untuk menjamin keadilan. . dan pengadilan. Menurut Pancasila, 

ia mendukung hukum dan keadilan. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 

1945 untuk melaksanakan hukum Negara Republik Indonesia.
34

 

 

                                                             
32

Ib., hal.141. 
33

Ib., hal.142. 
34

Ib., hal.142. 
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Dalam pengertian ini, yurisdiksi adalah yurisdiksi yang mandiri, yaitu kecuali 

alasan-alasan yang diatur dalam UUD 1945, yurisdiksi tidak mencakup hakim 

selain yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, menurut Pancasila. dari 

mereka yang berkuasa. Bahasa Indonesia. Bagian 24(2) menetapkan bahwa 

Mahkamah Agung dan pengadilan lain yang berwenang menjalankan yurisdiksi 

atas pengadilan sipil, agama, militer, provinsi, dan yudikatif.
35

 

 

Independensi hakim juga dimaknai dalam konteks keadilan yang tidak memihak 

dalam Pasal 5(1) Pasal 48 UU 2009. Di sini timing-nya salah. Itu tidak mungkin 

benar karena itu harus menjadi keputusan hakim. Itu ada di sebelah kanan. Itu 

tidak berarti dia tidak membuat keputusan sendiri. Pasal 48 UU 2009, Pasal 5, 

Pasal 1 berbunyi: “Pengadilan memutus berdasarkan undang-undang tanpa 

diskriminasi”.
 36

 

 

Hakim harus taat hukum dan tidak memihak. Hakim tingkat pertama wajib 

menyelidiki keadaan perkara dan memberikan analisis tentang keadaan dan akibat 

hukumnya. Kemudian hakim baru dapat memutuskan situasinya. Hakim 

memutuskan untuk mengizinkan hukum dan menolak untuk mempertimbangkan 

keadaan dimaksud. Hal ini diatur dalam pasal 1 Pasal 16 undang-undang tersebut. 

35 Tahun 1999. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: 

 

Hakim yang mencari yurisdiksi independen diizinkan untuk mengungkapkan 

pendapat hukum (doktrinal) dan yurisprudensi. Hakim dan putusannya dijelaskan 

dalam Pasal 28(1) Pasal 40 UU 2009: ``Pengadilan harus mengejar kepentingan 

hukum kolektif yang berlaku, harus taat dan mengerti.” 

 

Apakah merekaTuan Kim dan para hakimnya harus membuat keputusan yang 

tepat, mengkonfirmasikan fakta-fakta yang pertama kali disampaikan kepada 

mereka, dan bertindak sesuai dengan hukum yang relevan. Hakim dan keputusan 

tunduk pada interpretasi hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang di bawah 

pengaruh sosial, budaya, sosial, ekonomi, politik dan lainnya. 

                                                             
35

Andy Hamzah. 2015. KUHP dan Hukum Pidana. Lineka Shipta. Jakarta, vol., hal.2. 94. 
36

Ib., 95. 



18 
 

 

 

Hakim bertanggung jawab untuk melakukan analisis hukum, yaitu memutuskan 

apakah akan bertindak menurut hukum dalam segala situasi yang berkaitan dengan 

kehidupan hukum. Konsep lain dari putusan hakim adalah bahwa semua bukti 

yang diajukan di persidangan, mulai dari penggugat, adalah hasil dari putusan 

tersebut. Pasal 1, Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa putusan adalah pernyataan 

yang dibuat oleh hakim di sidang terbuka dan bahwa hakim dengan tertib dapat 

mempertimbangkan, memvonis, atau membatalkan semua tuntutan. diatur oleh 

undang-undang ini. 

 

Hakim yang memerintah di atas hukum bergantung pada hukum atau undang-

undang. Hakim merujuk semua ketentuan terkait keadilan dalam UU No 48 Tahun 

2009. Peradilan adalah badan yang menentukan hukum yang benar melalui 

keputusannya untuk kepentingan hakim.37
 

 

Dalam memberikan putusan, hakim harus memperhatikan undang-undang yang 

menjadi dasar putusannya, serta undang-undang yang menjadi dasar putusan 

hakim dan jumlah minimum pegawai. Undang-undang ini salah, putusan ini tidak 

sesuai dengan undang-undang, jika putusan hakim dan putusan terdakwa tidak 

sesuai, maka terdakwa dapat mengajukan banding ke pengadilan. Hukum 

dirancang untuk meninjau putusan, jika hakim atau orang yang diadili salah, 

putusan tersebut dipertimbangkan kembali dan putusan tersebut ditegakkan untuk 

mengembalikan apa yang disebut kebenaran. Jika tergugat mengajukan kasasi ke 

Mahkamah Agung, ia akan kalah. 

 

Menurut Utrecht, hukum ada dua hal pertama, ada undang-undang umum yang 

memberi tahu orang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh 

dilakukan, dan kedua, ada undang-undang yang melindungi orang dari "tindakan 

para jenderal yang berkuasa" adalah hukum semua orang bisa mengatakan 

sesuatu. Biarkan negara membayar atau biarkan publik.
38

 

 
                                                             

37
Ib., 102. 

38
Reduan Sharani. 2016.Tinjauan Bentuk Hukum. Foto oleh Aditya Bhakti. London, hal.23. 

http://skripsifakhukum.blogspot.com/
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Mengajar hukum ini bersumber dari ajaran dogmatisme fikih yang berasal dari 

mazhab-mazhab besar dunia hukum, dan bagi yang menganut fikih, hukum berdiri 

sendiri dan berdiri sendiri karena hukum bersifat kolektif. dianggap sah. Bagi 

mereka yang terlibat di sekolah ini, tujuan undang-undang ini adalah untuk 

mensukseskan sekolah. Hukum terdiri dari undang-undang yang hanya membuat 

ketentuan umum. Bentuk umum hukum mengacu pada kenyataan bahwa hukum 

bukan tentang keadilan atau keuntungan.
 39

 

 

2.3 Pertanggungjawaban Pidana 

Apa konsep pekerjaan atau urusan hukum, kata Roscoe Pound, salah satu sarjana 

abad ke-20: Saya... Gunakan kata kerja sederhana dalam situasi di mana yang satu 

adalah hukum dan yang lainnya adalah hukum. kebenaran. Pound mendefinisikan 

tanggung jawab pidana sebagai tanggung jawab pelaku yang harus diterima oleh 

korban. Sebab, menurutnya, tanggung jawab bukan hanya persoalan hukum, tapi 

juga persoalan moral, tindakan dalam masyarakat.
40

 

 

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing Toleken Bahlheid, 

pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban, pertanggungjawaban pidana 

disini untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban 

atas perbuatannya.
41

 

 

Menurut Pasal 27 KUHP Tahun 2012, tindak pidana merupakan tindak lanjut dari 

mencela objek tindak pidana, dan orang yang taat hukum dipidana karena 

perbuatan itu. tindakan.
 42

 

 

Hak untuk menjadi pegawai tidak secara khusus diakui dalam Pasal 44 KUHP. 

Hanya beberapa teori ilmiah yang ditemukan, misalnya teori Van Hummel bahwa 

seseorang yang dapat melakukan suatu pekerjaan harus memenuhi tiga syarat: (1) 

ia dapat mengetahui apa arti pekerjaan itu (tentang); dikatakan. Pekerjaan. 

                                                             
39

Ahmad Ali. 2015.Pengantar Hukum (Sains/Sosiologi). gunung suci. Jakarta, hlm. 82-83. 
40

Roscorpon. 2000. Romuli Atmasamita “Pengantar Filsafat Hukum”, Perbandingan 

Hukum Pidana. Mandar Maju, Bandung, halaman 65. 
41

SR Cyantur. 1996. batu. Negara. 
42

Ib., hal.246 
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Mencoba melakukan kejahatan, (2) mengetahui bahwa perilaku seseorang 

dianggap salah di masyarakat, (3) dapat meramalkan niat dan niat seseorang.
 43

 

 

Berdasarkan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pidana 

adalah tanggung jawab untuk membayar apa yang dapat diterima oleh pidana, dan 

tanggung jawab ini tidak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga dengan masalah 

moral atau etika. Itu ada di negara ini. 

 

2.4 Teori Kebijakan Kriminal  

Hukum pidana adalah hukum yang mengkriminalkan (menghukum) suatu 

kejahatan yang tidak dianggap sebagai kejahatan (non-kejahatan). Undang-undang 

pencegahan kejahatan memerlukan kebijakan yang membahas banyak masalah 

sosial, bukan hanya undang-undang. Jadi singkatnya, hukum termasuk “hukum 

pidana” (hukum pidana), khususnya hukum kodrat, karena merupakan bagian dari 

hukum (hukum) pidana yang menerapkan hukum pidana (hukuman). menurut 

hukum pidana. ini tentang aturan hukum atau "hukum".
44

 

 

Konsep politik berasal dari kata Belanda "Politiek" dan kata bahasa Inggris 

"Prophecy", yang berarti kebijaksanaan atau tujuan utama. Hak-hak tersebut 

meliputi hak politik, masyarakat politik, solidaritas dan hak, pencegahan 

terorisme. Isu pembangunan nasional menyangkut kebijakan pembangunan itu 

sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan merupakan suatu proses 

yang berkesinambungan (continuity) dari perencanaan untuk perubahan ke arah 

yang lebih baik dan pencapaian tujuan.
45

 

 

Konsep penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan negara. Hal ini 

karena hukum juga menentukan pembangunan negara. Mengawasi kehidupannya, 

hukum merupakan alat untuk mengatur pembangunan agar ia tetap aman, 

tenteram dan hidup. 

 

                                                             
43

Ib., hal.247-248: I 
44

pelajaranSaya dari Nawawi Alif. kondisi. 
45

Ib., hal.127 
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Seperti dijelaskan di atasMenurut konsep kebebasan berpikir filosofis dan 

ideologis yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, 

negara/masyarakat/kehidupan masyarakat yang merdeka berdiri dan dapat 

dikatakan untuk mencapai keduanya. hukum. . Hukum, sebagai bagian dari 

hukum, dapat mengajarkan kewarganegaraan yang efektif, menghindari atau 

mengurangi konflik kepentingan, dan berkontribusi pada hasil pembangunan 

berdasarkan pengeluaran publik untuk kehidupan yang damai, aman, adil, dan 

sejahtera.  

 

2.5 Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 

Pembunuhan, atau pembunuhan mendadak, adalah kejahatan yang paling berat 

yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan tingkat pertama dan 

dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup tidak lebih dari 20 tahun. 
46

 

 

Proses ini meliputi: 

 

a. Unsur Subyektif: 

1) dengan sengaja 

Perbuatan terencana berarti dilakukan dengan sengaja dan sengaja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP (direncanakan/disengaja), 

tanpa rencana, sasaran wilayah atau kesengajaan menurut Pasal 340 KUHP. 

segera. Hukum Kriminal Prosedur kriminal adalah rencana terencana untuk 

membunuh seseorang. 

2) dan dengan rencana terlebih dahulu; 

b. Unsur Obyektif: 

1) Perbuatan: menghilangkan nyawa; 

Makna membunuh berasal dari gagasan bahwa pembunuh harus disengaja, 

menyebabkan kehancuran, dan tahu bahwa tindakan mereka akan memakan 

korban nyawa orang lain.  

2) Obyeknya: nyawa orang lain 

                                                             
46

 Moer Yatno. 2004. Asas-asas Hukum Pidana. Pendidikan untuk Pembangunan, Jakarta, 

hal.54. 
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Pasal 340 KUHP mengulangi semua ketentuan Pasal 338 KUHP dan 

menambahkan kata “rencana”. Dengan demikian, pembunuhan yang disengaja 

dapat dianggap sebagai pembunuhan itu sendiri, yang jenis utamanya adalah 

pembunuhan biasa. Pada dasarnya, pembunuhan berencana memiliki tiga 

bagian. 

a) Keputusan dibuat di tempat yang tenang. 

b) Ada waktu yang lama antara tindakan keinginan dan niat. 

c) latihan bebas 

Keputusan diam adalah keputusan untuk membunuh seseorang di tempat 

yang tenang, tidak segera atau tiba-tiba, dengan paksaan atau keinginan. 

Tapi dia memikirkannya sampai akhirnya dia memutuskan untuk 

mencoba. 

 

Ada banyak waktu antara aktivitas mental dan keputusan mental. Konon waktu 

yang tepat tidaklah singkat. Jika pendek, tidak akan ada waktu untuk berpikir, dan 

tidak akan bertahan lama. Jika terlalu lama, tidak akan ada hubungan yang jelas 

antara keputusan membunuh dan membunuh. Memotret di tempat sepi berarti 

tidak memotret di tempat yang cepat dan berbahaya. 

Berdasarkan Pasal 338 KUHP dan Pasal 339 KUHP, seseorang yang mengancam 

akan melakukan pembunuhan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Karena Pasal 340 

KUHP berlaku dengan mengulang seluruh bagian Pasal 338 KUHP, maka 

pembunuhan berencana diperlakukan sebagai pembunuhan mandiri (een 

zelfstanding missdrijf) sebagai lawan dari pembunuhan biasa, tergantung pada 

modusnya. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

III.   METODE PENELITIAN  

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Pemecahan masalah adalah metode pemecahan masalah dengan memecahkan 

masalah tingkat sebelumnya untuk mencapai tujuan penelitian.
47

Pendekatan 

penulis untuk masalah ini adalah sistem hukum. Analisis hukum adalah proses 

penelitian yang bertujuan untuk menganalisis informasi dan dokumen hukum, 

dokumen hukum primer dan sekunder.
48

datang keKebijakan hukum ini dibuat 

dengan mempelajari undang-undang dan undang-undang, sebaliknya pendapat 

hakim yang menjadi dasarnya. 112/PID/2022/PT TJK penting dalam hal putusan, 

undang-undang dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara pidana. 

keadilan. 

 

3.2 Sumber dan Jenis data 

Data yang digunakan untuk membuat makalah ini menggunakan data sekunder. 

Sumber sekunder adalah dokumen hukum yang tidak berupa dokumen hukum, 

dokumen hukum yang terdapat pada buku teks, kamus hukum, halaman resmi, 

definisi dari dokumen tersebut dan disertasi hasil penelitian kepustakaan. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tinjauan catatan dan catatan dan 

kurikulum yang terkait dengan konten tertulis dan pengetahuan hukum dan 

penyimpanan informasi hukum. Ini termasuk: 

                                                             
  

47
AbdulKadir Muhammad, Ilmu Hukum dan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hal.112. 

  48Soeljono Soekant. Pengantar Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. 2007.S.52 



 
 

 
 

1. Bahan Hukum Primer 

Dokumen hukum seperti undang-undang meliputi: 

a. Pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

diamandemen. 

b. UU 1946 Bagian 1. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). 

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia. 

e. Perubahan UU 48 Tahun 2009 dan UU 4 Tahun 2004 tentang Hakim 

Republik Indonesia. 

f. kebijakan publik nasional. 2010 Jo 58. Undang-Undang Federal No. 

Penerapan Hukum Pidana (KUHAP) 2015 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Dokumen Terkait Legally Relevan Documents dapat memberikan gambaran 

tentang dokumen-dokumen relevan yang relevan dengan permasalahan yang 

dibahas dalam kajian ini. 

 

3. Bahan-bahan penunjang lain  

Dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan isi, informasi, petunjuk dan 

penjelasan dokumen hukum primer dan sekunder, selain dokumen hukum resmi, 

yang penting untuk analisis dokumen hukum di bidangnya, seperti dokumen, 

dokumen, dll. Dapat digunakan sebagai dokumen, hasil kamus-kamus besar 

bahasa Indonesia, surat kabar, majalah, artikel internet dan penelitian sejenis 

lainnya tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
49

 

 

 

 

 

                                                             
  

49
Abdul Qadir Muhammad, Op. Saudara-saudara, halaman 192. 
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3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

A. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat dalam penelitian ini, metode 

ini dilaksanakan dengan menggunakan angket sekolah. Di bawah ini adalah 

ringkasan informasinya: 

a. Studi Pustaka (Library Research) 

Kajian pustaka untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan 

permasalahan dan kajian berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan 

dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan penelitian. 

 

B. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data ini adalah sebagai berikut: 

a. Seleksi data 

Dengan kata lain, merupakan tanggung jawab untuk memilih informasi yang akan 

digunakan sebagai produk penelitian dan meninjaunya untuk kelengkapan, 

kejelasan, dan akurasi. 

b. Klasifikasi Data 

Ini adalah salah satu dokumen yang ditinjau sesuai dengan kriteria. 

c. Sistematisasi Data 

Ini adalah informasi yang dianalisis, dipisahkan, dan digabungkan untuk 

menciptakan sistem respons masalah yang memfasilitasi komunikasi. 

 

3.4 Analisis Data 

Hasil pengumpulan dan pengolahan data dievaluasi dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Singkatnya, menyajikan data berkualitas secara teratur, 

sistematis, efisien, konsisten, dan efektif memudahkan interpretasi data dan 

pemahaman hasil analisis. .
50

Ulasan ini tidak dihitung sebagai 

kalkulator.
51

Mengetahui hasil penelitian Anda, Anda dapat menarik kesimpulan 

induktif. Dengan kata lain, berpikir berdasarkan fakta spesifik yang darinya 

kesimpulan umum dapat ditarik. 

 

                                                             
  

50
Abdul Kadir Muhammad, Op. Saudara-saudara, hal.127. 

  
51

Afrizal, Proses Penelitian Kualitatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.12. 
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V. PENUTUP 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

1. Dalam Pengadilan Nomor 112/Pid/2022/PT TJK, Hakim Bakas Maulana 

Yuzambi alias Alan Bin Yuzambi menjatuhkan hukuman pembunuhan tingkat 

pertama berdasarkan Pasal 340 KUHP. Jelaskan kebenaran persidangan 

berdasarkan bukti-bukti. Dalam keputusan sebelumnya, juri dengan hati-hati 

mempertimbangkan kasus penggugat, kesaksian, pernyataan terdakwa, kesaksian, 

bukti lain, dan klaim Bridge. Hakim menemukan bahwa ada masalah serius 

dengan keyakinan terdakwa. 

 

2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana dalam SK 

Diknas. 112/Pid/2022/PT TJK, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa 

Bakas Maulana Yuzambi alias Alan Bin Yuzambi secara hukum ditetapkan 

sebagai “pembunuhan yang disengaja”. Berdasarkan Pasal 340, Pasal 1, Pasal 1, 

Pasal 55 KUHP, pengadilan pidana menghukum terdakwa 20 tahun penjara, tidak 

termasuk masa penahanan dan semua periode berikutnya. . 

 

5.2 SARAN 

1. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa hukuman mati digunakan untuk 

melindungi kepentingan rakyat. Tindak pidana pembunuhan tergolong 

pelanggaran hak asasi manusia, sehingga hukuman mati harus digunakan untuk 

melindungi supremasi hukum di Indonesia. 

 

2. Seorang hakim tidak dapat menanggapi permintaan jaksa dalam perkara pidana 

jika ia memiliki dua surat keterangan selain hakim. Agar kebenaran terungkap 

dalam persidangan, hakim perlu memahami lebih baik. Agar kebenaran 

terungkap, pengadilan percaya bahwa terdakwa akan dihukum jika dia tidak 
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dihukum. Selain itu, putusan tersebut dapat menetapkan hukuman yang pantas 

bagi para terdakwa karena memperberat atau meringankan masalah penegakan 

keadilan dalam masyarakat. 
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